
Oleh:

DIREKTUR KPLP

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



PENDAHULUAN

Pengelolaan Keamanan Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan,

dilakukan oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

 Kepelabuhanan;

 Kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan

sistem pengamanan pelabuhan/fasilitas pelabuhan

(International ship and port facility security Code-

ISPS Code).

Substansi pengelolaan keamanan laut oleh unsur KPLP 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah aspek

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran



LATAR  BELAKANG ISPS Code

Attack WTC & Pentagon (2001)
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PENILAIAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN   (PFSA) 
HARUS MEMPERTIMBANGKAN ANCAMAN  SERANGAN:

NUKLIR KIMIA BIOLOGI

Prosedur  Mitigasi Harus dituangkan 

dalam Rencana Pengamanan Fasilitas 

Pelabuhan (Port Facility Security 

Plan/PFSP) guna mengurangi 

ancaman & dampak 



FASILITAS PELABUHAN ISPS CODE COMPLY : 372

BELUM ADA FASILITAS 

PELABUHAN YANG 

MELAKSANAKAN 

AKTIFITAS BONGKAR 

MUAT NUKLIR



6 PELABUHAN LAUT YANG TELAH TERPASANG 
RADIATION PORTAL MONITOR (RPM):

1. Tanjung Priok, Jakarta

2. Tanjung Perak, Surabaya

3. Batu Ampar, Batam

4. Belawan, Medan

5. Bitung, Sulut

6. Sukarno-Hatta, Makassar



Pemerintah Indonesia (Ditjen Hubla) telah menerima 
bantuan peralatan dari Pemerintah USA melalui US. 
Coast Guard 

 74 Unit Personal Radiation Pagers
 4 Unit Radioisotope Identifier 

Berfungsi sebagai alat deteksi bahan 
Nuklir/Berbahaya

Ditempatkan di 36 Unit Pelaksaana Teknis 
(UPT) di seluruh Wilayah Indonesia



Telah di lakukan pelatihan (Seaport
Interdiction) untuk petugas lapangan
tentang penggunaan alat sebanyak 45
petugas

Diperlukan kerjasama dengan Bapeten
untuk mendidik SDM yang siap menangani
Nuklir di Pelabuhan




